
 

 

 

BAB 6 : KESIMPULAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

6.1.1 Komponen Input 

1. Kota Padang memiliki kebijakan KTR yang tertuang dalam Perda Kota Padang 

Nomor 24 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok. Namun, sebagian besar 

informan belum mengetahui tentang Perda KTR ini. Terdapat kebijakan 

larangan merokok di sekolah yang tertuang dalam tata tertib sekolah 

2. Terdapat tenaga yang ditugaskan untuk pembinaan dan pengawasan 

implementasi Perda KTR di Kota Padang. Tenaga pelaksana kebijakan KTR di 

sekolah adalah seluruh warga sekolah. Tidak terdapat tim khusus yang dibentuk 

pihak sekolah terkait pembinaan dan pengawasan KTR di sekolah 

3. Dana untuk implementasi Perda KTR sebesar Rp.200.000.000,- yang bersumber 

dari APBD, yaitu  DBHCHT. Tidak ada alokasi dana khusus dari sekolah untuk 

kebijakan KTR.  Dana yang tersedia masih belum mencukupi.  

4. Sarana/prasarana berupa media promosi tentang larangan merokok/KTR sudah 

memadai. Namun, tidak ditemukan sarana/prasarana lain seperti kartu tanda 

pengawas dan instrumen pengawasan di SMKN 5 dan SMK Adzkia Padang 

6.1.2 Komponen Proses 

1. Sosialisasi telah dilakukan secara langsung maupun tidak langsung pada 7 

kawasan yang diatur oleh Perda Kota Padang Nomor 24 tahun 2012 tentang 

kawasan tanpa rokok.. Namun, sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh 

karena masih terdapat informan yang belum mendapatkan sosialisasi terkait 

Perda KTR. 



 

2. Terdapat Keputusan Walikota Padang mengenai Satgas Pengawas KTR tingkat 

Kota Padang tahun 2017. Namun, tidak ada pedoman dalampengaturan tugas 

dan tanggung jawab masing-masing sektor.Tidak ada SK dan pedoman 

mengenai pengaturan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan 

KTR di sekolah. 

3. Terdapat pengumuman kebijakan KTR di sekolah. Namun, tidak semua 

pengumuman tersebut mudah dilihat. Tidak terdapat tanda dilarang merokok di 

setiap ruangan kelas 

4. Sekolah sudah memiliki Tanda KTR. Namun, tanda KTR tersebut tidak 

terpasang di dekat pintu masuk sekolah. 

5. Pemerintah Kota Padang, yang diwakili oleh Dinas Kesehatan sudah melakukan 

penyuluhan terkait KTR, bahaya merokok dan etika merokok. Namun, 

penyuluhan belum dilakukan secara menyeluruh karena masih terdapat 

informan yang tidak mendapatkan penyuluhan. 

6. Pembinaan tingkat Kota Padang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan 

melakukan penilaian dan perjalanan dinas ke masing-masing kelurahan. 

Pembinaan di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah. Namun, pembinaan yang 

dilakukan belum optimal, karena sebagian besar informan mengaku belum 

mendapatkan pembinaan dari pemerintah ataupun dari sekolah. 

7. Terdapat tim khusus untuk mengawasi penerapan Perda KTR di Kota Padang. 

Proses pengawasan implementasi KTR dilakukan secara berjenjang. 

Pengawasan kebijakan KTR sekolah dilakukan oleh masing-masing pimpinan 

dan tidak ada tim khusus untuk mengawasi kebijakan KTR di sekolah. Proses 

pengawasan kebijakan KTR belum berjalan optimal. 



 

6.1.3 Komponen Output 

Implementasi Perda Kota Padang Nomor 24 tahun 2012 tentang kawasan tanpa 

rokok di SMK Kota Padang belum berjalan optimal. SMK di Kota Padang belum 

bebas asap rokok. Masih ditemui pelanggaran di SMKN 5 Padang dan SMK Adzkia 

Padang. Sudah terdapat sanksi yang diterapkan sekolah terkait pelanggaran kebijakan 

KTR di sekolah namun, belum berjalan efektif. Kendala yang dihadapi berupa 

tingkat kepatuhan dan komitmen sekolah yang masih kurang. 

 

6.2 Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan adalah : 

1. Bagi Pemerintah Kota Padanglebih meningkatkan sosialisasi mengenai 

penerapan Perda Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang KTR secara 

jelas dan konsisten kepada masyarakat selaku pelaksana kebijakan baik 

melalui sosialisasi langsung ataupun media promosi 

kesehatan,mengoptimalkan pembinaan dan penyuluhan, melakukan 

pengawasan secara berkaladan konsisten dan penerapan sanksi sesuai isi 

Perdaagar kebijakan KTR di Kota Padang dapat terlaksana dengan baik 

khususnya pada tempat proses belajar mengajar 

2. Bagi Sekolah : 

a. Melakukan sosialisasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok sebagai 

pemberitahuan secara jelas dan konsisten kepada warga sekolah untuk 

mewujudkan penerapan Kawasan Tanpa Rokok yang efektif 

b. Menambah sarana dan prasarana Kawasan Tanpa Rokok berupa 

instrumen pengawasan, dan tanda larangan merokok di setiap ruangan 

tempat proses belajar mengajar untuk mendukung penerapan Kawasan 

Tanpa Rokok di sekolah 



 

c. Meningkatkan pembinaan secara berkaladan konsisten terkait kebijakan 

KTR kepada warga sekolah dengan melakukan penyuluhan dan kegiatan 

inovasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan rasa kepedulian 

warga sekolah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok yang efektif 

d. Melakukan pengawasan secara berkala dan konsisten yang dilakukan 

oleh tim pengawasyang ditugaskan untuk melakukan pengawasan setiap 

1 bulan sekali.  

e. Membentuk komite atau kelompok kerja pelaksana kebijakan KTR dan 

merumuskan pengaturan tugas dan tanggung jawab dari masing- masing 

pelaksana kebijakan 

3. Bagi Peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian mengenai Studi 

Kebijakan Perda Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang KTR di Kota 

Padang 



 

 

 


